A Y R

PER‘A’I‘URAN GUBER’NUR SUMATERA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

+ bahwa berdasarken ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Mcn-teri Dalam Negeri Nomor 12

Peraturan
Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan

Unit Peleksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah  di
konsultasikan secara tertulis kepada Menteri;

b. b_ahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisagi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas
Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sumatcra Barat Nomor 104 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana
Telknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Provinsi Sumatera Barat perlu diganti.

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,' perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta
| Kerya dan Tata Ruang Provinsi Suméatera Barat;

Mengirgat ;1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

| Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembéntﬁkan -Déerah—Dacrah Swatantral Tingkat |

Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang




(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 1646);

Undang-Undang Dﬁomor 5 Tahun. 20 14 tentang Aperatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 54.94); ‘

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 .Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undeng-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran N egara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

+ Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2014 tentang
- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dala;u Negeri- Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Prévinsi Sumatera DBarat (Lembaran Daerah Frovinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambehan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana
'telah diubah dengan Peraturan Daerah Provi__x_'lsi.Sumamm
Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahsn Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentuken dan Susunen Perangkat Daerah
' .vainéi. Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi



Sumatera - Barat Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan
Lembaran Dacrah Brovinsi Sumatera Barat Nomor 177,

8. Peraturan Gubermnur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta
Tata Kexja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat

i (Lcmbaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

‘Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2.  Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Bagat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4, Dinas adalah Dinas Bina Marga, Clpfa Karya dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat, ‘
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
- Provinsi: Sumatcra Barat. _

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya tiisingkat UPTD adalah
oganisasi yéng melaksanakan kegiatan telnis opcrasibnal dan atau kegiatan
teknis pemm;ang tertentu pada Dmas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatcra Barat.

7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu y‘aéng secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

8. Tugas teknis pcsaunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu dalam reangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.




BAB I
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Bina Marga, Cipta
Karya.dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a,

b.
-y
.

'UPTD Workshop dan Peralatan;

UPTD Laboratorium Bahan Konstrulksi:

UPTD Pengawasen dan P&ngen_dalian; Bangunan dan Gedung; dan
UPTD Jalan den Jembatan, yang terdiri dari 6. (enam) UPTD

yaitu @ '

1. UPTD J alan dan Jembatan Wilayah-I;

" 2.UPTD Jelan dan Jembatan Wilayah-II;

(2)

(1)

3. UPTD Jalen dan Jembatan Wilayah-IIi;
4. UPTD Jalan den Jembatan Wilayah-IV;
S. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-V; dan

6. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-VI.

BAB III
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
Bagian. Kesatu
Ked{ld-ukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3 '

UPTD Workshop dan Peralatan meérupakan unsur pelaksana teknis Dinas
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

UPTD  Workshop dan Peralatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4
Susunan Organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri atas :
a, K@pala UP’I‘D Workshop dan Peralatan;
b. ‘Sub-Bagian Tata Ussha;
c. . SecksiPeralatan-dan Layanan Gangguan;
d. Seksi Workshop-dan Perbekalan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional



(2)

(4)

Sub Bagian schagaman.a dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
Kepala' Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe,
dipimpin oleh secorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok

dan -bcrtanggung jawab kepada Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.
: :

Bagan Struktur Organisasi UPTD Workshop dan Peralatan scbhagaimana
tercantum delam lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Cs‘rubcmurjim,-

- Bagian Kedua
Eselonering

- o Pasal 5

Eselonering i a;b'fitan'sn'ulctu:al ditetapkan sebagai berikut ;

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IILb ; dan

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan j_abataﬁ struktural eselon
IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Workshop dan Peralatan
Pasal 6

- UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional

atau kegia&an teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan,

perbengkelan; layanan gangguan dan pembinaan peralatan,

Untuk niala.ksanakan tugas sebagaimana dtmaksud pada ayat (1), UPTD

Workshqpﬁ»a‘n.?mzaj&ﬁaﬂ- mempunydi fungsi :

a, pelaksaﬁm;pgﬁgﬂoi&an, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan
pemakaian .aset kekeyaan daerah berupa peralatan penunjang untuk
pembgqgllnaﬂ-d'an p@me]iharami infrastruktur jalan dan jembatan;

; ,: | pmﬁbhaxaan dan operasional peraldtan;

¢ .’pelaksanaan pﬁh&qﬂ;&n layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat
bencana alam;




- d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk

Pendaptan Asli Daeréth; | |
¢. pelaksanaan teknis standar adndinistrasi dan operasional peralatan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
I{épala UPTD Workshop dan Peralatan
. Pasal 7

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

6

(2)

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasel 6.

Paragra:f 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian .Tata Usaha mcmpunyai tugas pengelolaan administrasi,
kctatausahému, perencanaan program/kegiatan, keuangen, perlengkapan,
kepcgawaiajz; organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum
lainnya lingkup UPTD Workshop dan Peralatan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
a. melaksanaken pengelolaan surat menyurat, urusan rumeh tangga,
kehumasan dan kearsipan;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,;

melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan

¢. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Peralatan dan; Layanan Gangguan
Pasal 9

Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan mempunyai tugas mengelola dan

menyediakan peralatan yang siap pakai untuk menunjang pekerjaan Dinas
Bina Marg@, Cipta Karya dan Tata Ruang, pemanfaatan/sewa peralaten
te ~Pendaptan Asli Dacrah

Uraian tuga;s Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan meliputi :

a. menyiapkan/ mclaksanaka.n kebutuhan pcra]atan untuk penunjang

pekerjaan swakelola rchabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembaten
‘provinsi sumatera barat;



(1)

(2)

-,UPTDLE
: bc:rada dlhmﬂah d.an hcrtanggung Jé.wab kepada Kepala Dinas.

B, *mcnyj,ap;kanfmﬁlaksanakan piket siaga lebaran, tehun baru dan ivent
penting lainnya untuk kelanc‘aran pada ruas jalan dan jembatan
FRinsi

c\ mcnyiap}can/ melaksanakan mcinitori.ng dén cheking peralatan secara
rutin pada pﬁkczﬁaan swakelola dan pemanfaatan/sewsa peralatan untuk
.pemngl«;htan Pendaptan Asli Daerah;

d. menylapl:&n} Mmlaksanakan refcana kebutuhan peralatan; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
-Seksi Waorkshop dan Perbekalan
Pasr:;zl 10

Seksi Workshop dan Perbekalan mempunyai tugas menyediakan perbekalan

berupa kebutuban bahan jalan untuk penanganan darurat dan pelaksanaan

penanganan gangguan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.

Uraian tuga.s Seksi Workshop dan Perbekalan meliputi :

a. menylapkan kebutuhan perbekalan bahan jalan/jembatan untuk
penanganan darurat pada ruas jalan dan jembatan provinsi:

b, menyiapkan/ melaksanakan pembinaan tenaga perbengkelan;

c. menyiapkan/ melaksanakan pckcr;aau perbengkelan berupa perawatan
dan. pemeliharaan peralaian E

d. menyiapkan/melaksanakan perencanaan  kebutuhan  perawatan,
pemeliharaan peralatan dan kebutuhan perbengkelan;

e. menyiapkan/melaksenakan pendistribusian bahan jalan dan jembatan
dan pélsksanaan pekerjaan untuk penanganan darurat jalan dan
jcmb&ta;n; den

f melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
_ UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
.’ Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 11

UPTD Leboratorium- Bahan Konstruksi, merupakan unsur pelaksana tcknis
Dinas ya.ug melaksanakean 'kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis pczr:[lnlang t:ﬂgn.tu di bidang pengujian bahan /mutu konstruksi.

-Bahan Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPTD yang




(1)

@

a,

®).

b..

Pasal 12

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas
a. Kepala UPTD Labioratorium Bahan Konstruksi:

~b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pepg;ujian_Mutu Bahamn;
Seksi Péqlngujzan Mutu Konstruksi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional,

Sub Bagian seb&géz'mana dimeksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok
dan bexﬁt’a:;_igg'ung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan
Konstruksi. |

Bagen Struktur Orgamisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
sehagaimana tercantum dalam lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahken dari Peraturan Gubernur ini,

Bagiaﬁ Kedua
Eselonering
Pasal 13

gt --Eggimnmng?glajggM-:Sﬁmkmm-ditctapkgn sebagai berikut :

Kepala UPTD: merupakan jabatan struktural esclon IIl.b; dan
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon
IV.a | |
Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
PRk Pasal 14

UPTD Laberatorium -Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan- teknis operasional den/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di
bidang pmgujian mntlx bahan/konstruksi.



(2) Untuk mclaksanakan tugas sebag&umana dimaksud pada ayat (1), UPTD

* Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fangsi :
a

penyusupan kebijakan tckms operasional pengujlan bahan/mutu

- kcnsi‘rq]:fm,

pelaksanaan pengelolaan, pcngaturan pemanfaatan dan pemakaian alat-
alat lab-@lr,atonum untuk pengujian bahan/mutu konstruksi;
peleksanaan operasional layanan pengujien pada masyarakat dan pihak
ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi;
pclaksanaan pemungutan retribusi untuk Pendaptan Asli Daerah
Pemerintahan Daerah Provinsi Sumate_ra Barat;

pelaksanaan oj;mrasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang
pengujian bahan/mutu konstruksi;

pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD;

by pel&ksaqaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
| Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
| | Pasal 15

_ Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi memimpin pelaksanaan tugas dan

'+ fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi,

ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan,

kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum
lainnya lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

a.

p B o ¥

melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga,
kehumasan, hukum dan kearsipan;
m&lalcs&pakan p:en:gclalaan administrasi kepegawaian;

' _malakaa:ﬂﬁkﬁ;ﬁ p@ﬂg_ﬁlolaan administrasi keuangan;

an pcngﬁldlaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan

'melaksanakaﬁ mgas kcdmasan lam yang diberikan oleh pimpinan.



(1)

(2)

Paragraf 4
Seksi Pengujian Mutu Bahan
Pasal 17

Seksi Pengujian Mutu Bahan mempunyai tugas mengelola dan
melaksanakan pengujian mutu bahan-bahan konstruksi untuk menunjang

kegiatan Dinas dan masyarakat serta untuk peningkatan Pendapatan Asli

- Daerah.

Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu Bahan meliputi :

-~ a, menyiapkan/menyusun program kerja pengujian mutu bahan;

b melaksanakan pengujian mutu bahan konstruksi dan mengeluarkan

hasil: pcngujlan, : |

c. melakukan analisa/ evaluasi has:l pengujian mutu bahan konstruksi dan
membuat laporan;

d. memberiken saran teknis atas hasil pengujian mutu bahan;

&, melaksanaléan pcrencaﬁaan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan
alat-alat labor dan bahan labor;

f. menyiapkan/melaksanakan jasa pengujian mutu bahan konstruksi pada
pihak ketiga untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan

g melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
Pasal 18

Seksi Pengujian Mutu Konstruksi melaksanakan tugas mengelola dan
melaksanakan pengujian mutu hasil konstruksi kegiatan Dinas dan
masyarakat serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu Konstruksi meliputi :

& mmyiap;kanf'mmyusm program kerja pengujian mutu konstruksi;

b. melalcsa[nakan pengujian mutu hasﬂ konstruksi. dan mengeluarkan hasil
pcnguglaﬁ

c. melalcuka.n anehsa/ evaluasi hasil pengujian mutu hasil konstruksi dan
'mcmbuat 1ap.ora.n,

d. mcmbcnlca.n saran teknis atas hasil pengujian mutu hasil konstruksi;
mclaksanalcan perencanaan kebutuhan dan pcmehharaan peralatan
alat-alat labor dan bahan labor;,

f.  menyiapkan/melaksanakan jasa pengujian mutu hasil konstruksi pada
pihak ketiga untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan

g. melaksanakan m-'gas. kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



(1) UPTD Pcnglétwasan'- dan Pengendalian Barigunan dan Gedu

1

(2)

(3)

BABV
UPTD PENQAW-ASAN DAN,PENGENDA-LIAN BANGUNAN DAN GEDUN G
Begian Kesatu

ng, merupakan
Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ gtau kegiatan téknis penunjang di bidang Pengawas
Pengendalian Banguinan Dan Gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan
Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertan
Dinas. |

unsur pelaksana teknis

an Dan

Gedung dipimpin oleh
ggung jawab kepada Kepala

Pasal 20
Susunan Organisasi UPTD Pen
C‘:‘rcﬂung terdiri atas :
& Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
b. Sub Bagian Tata Usaha; X '
c. Seﬂ?#ﬂg&v&s&n dan Pcnéﬁndahan;
d. . Seksi Laryanan Data dan Informasi; dan
¢ Kelompok Jabatan Fungsional,

gawasan dan Pengendalian Bangunan dan

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung,

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe,
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengewasan dan Pengendalian
Bangunan dan Gedung. |

IBaga_u Strulctur Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
dan G-edunlg sebagaimana tercentum dalam lampiran Il yang pmmpakan
bagnanhda.’!;: terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

A



Bagian Kedua
~ Eselonering
Pasal 21

. Egelonering Jabatan Strulctural ditetaplkan sebagai bcrﬂcut

a.
b.

(2).

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon I1.b; dan
Kepala Sub Bag:a.n dan Kepala Sck31 merupakan jabatan struktural eselon
IV.a,
Bagian Ketiga
Uraian Tugaé dan Fungsi
Paragraf 1.
UPTDr Pcngawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung
Pasal 22

UPTD Pcngawasan dan Pﬁngendahan Bangunan dan Gedung mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang di bidang Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Dan Gedung.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada- ayat (1), UPTD

Pengawasan dan, Pe.ngendaha.n Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

& penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan
. pengendalian bangunan dan gedung; :

b. pelaksamaan "kebijakan teknis' operasional bidang pengawasan dan
pengendalian bangunan dan gedung;

¢. pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang
pengafwgsan dan pengendalian bangunan den gedung; '

d. pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- e pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
T _

Paragraf 2
Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung
Pasal 23

A

Kepala UPTD Pengawasan dan Pengcndalian Bangunan dan Gedung memimpin
pelaksanaan tugas dan fungsi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 24

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi,
ketatausahean, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapen,
- kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum



-

lainnya lingkup UPTD Pengawasan dan Pe

ngendalian Bangunan dan
Gedung,

(2)  Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi ;

(1)

(2)

(2)

a. melaksanakan- pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga,
kehumasan, hukum dan kearsipan;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
¢. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan:
d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Paragraf 4
Seksi Pengawasan dan, Pengendalian
Pasal 25

. 'Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mengelola dan
melaksanakan kegiatan penunjang pekerjaan Dinas pada pengawasan dan
pengendalian bangunan dan gedung.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian meliputi ;
4. menyiapkan/menyusun program kerja bidang pengawasan

dan
pengendalian;
b. melaksanakan pengawasan bangunan/gedung sesuai kaidah dan
standar bangunan;

¢. melaksanakan pengendalian bangunan/ gedung agar sesuai perizinan
dan rencana pembangunan;

d. melaksanakan pelayanan advokasi dan penyelesaiad permasalahan
bangum:lm /gedung;
mclaksa;&akén asecsmen bangunan/gedung untuk penilaian layak fungsi;
melaksanakan penilaian dan analisa bangunan/gedung untuk
dihapuskan; :
g melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
Paragraf 5
Seksi Layanan Data dan Informasi
Pasal 26

Seksi Layanan Data dan Informasi mempunyai tugas menyediakan data dan
informasi serta nﬁembcﬁkan layanan komsultasi tentang bangunem dan

gedung bagi masyarakat atau pihek lainnya,

Uraian tugas Scksi Layanan Data dan Informasi meliputi :

a. menyiapkan/menyusun program kerja layanan data dan informasi;

b. melaksanakan layanan  konsultasi  data/informasi  tentang
bangunan/ gedung baik teknis maupun teknologi konstruksi;



¢, melaksanakan pameran/sosialisasi teknologi terapan yang berkembang
sccara dinamis;

d. mrlakukan penyebarluasan informasi teknologi bidang pengawasan dan
pengendalian pembangunan dan gedung;

e. melaksanakan pemeliharaan data/informasi serta alat-alat studio
informas_.'i' bidang pengawasan : dan pengendalian pembangunan dan
gedung; den

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAR VI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Kesatu
. Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) UPTD Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang
meiaksanakan kegiatan teknis operasional.

(2) UPTD Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawal
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan terdiri atas :

a. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan,
b, Sub Bagian Tata Usaha; |

c. Seksi Jala:a dan Jembatan [;
d. Seksi Jalan dan Jembatan II; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawsh dan bertanggung jawab kepada
I{cpala-U-lﬁ’;‘D Jalan dan Jembatan.,

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di‘bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD Jalan dan Jembatan.

(4) Kelompok Jebaten Fungsionel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok

dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Jalan dan Jembatan.



(S) Bagen struktur organisasi UPTD Jalen dan Jembatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

i Pasal 29
Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eseion l1Lb; dan
b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IV.a, | -
Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Jalan dan Jembatan

Pasal B30 -

(1} UPTD Jalan dan Jembatan mempunyei tugas melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, peleksanaan teknis
pemeliharaan rutin dan berkala sefta pengendalian/evaluasi hasil
pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.
Untuk melaksanakan tugaes scbagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD
Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran
pemeliharaan rutin/berkala jalan den jembatan;

penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan

penyiapan  dokumen-dokumen  teknis pelaksanaan  pemeliharaan
rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;

penyclcnggé.'raan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan

rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;

penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota atas
pelaksanaan pc:nllelih'araaxl rutin/ berkala konstruksi jalan dan jembatan;
pe-mb.cﬁm bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jemibetan pada

masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan; dan

pe];aksaﬁaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Paragraf 2
Kepala UPTD Jalan dan Jembatan
Pasal 31

Kepala UPTD Jalan dan Jembatan memimpin pelaksanaan tugas dan

| fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
e - Pasal 32
" (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi,
ketatausahaan, penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan, keuangan,

perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, tugas umum lainnya lingkup UPTD
Jalan dan Jembatan.

(2) Ureian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi ;

a. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan surat mcﬁyurat, urusan
rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;

b. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan,

d. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi barang

inventaris/ aset;

e. melaksanskan pengelolaan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan
kantor; dan

f mslaksgnakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Jalan dan Jembatan:
Pasal 33

(1) Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan
| pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan, serta
pengamanan bagian-bagian jalan dan jembatan dengan ruas penanganan

jalan dan jembatan.
(2) Uraien tugas Seksi Jalan dan Jembatan meliputi :

a. menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program




- kegiatan dan anggaren pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;

b. menyelenggarakan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi. biaya
dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan
rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan;

C. menyeclenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan
rutin/berkala jalan dan jembatan;

d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas
pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan;

8 menycle_nggarakan pelaksanaan pengawasan/ pemantauan harian

kondisi jalan dan jembatan serta membuat laporan harian kondisi jalan
dan jembatan; '

f. menyclenggarakan pembuatan desain teknis sederhana (simplifed
designj untuk pengamanan bagian badan jalan dan/atau daerah milik
jalan; '

g; melaksanakan pemantauen dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pcmasahgan fasilitas umum (utilitas) pada bagian jalan dan daerah milik
jalan;

h. melaksanakan koordinasi dengen instansi terkait untuk pelaksanaan
pemulihan kondisi jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinen,

Paragraf &
Wilayah Kerja
Pasal 34

Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan, meliputi :

a. UPTD Jalan -dan Jembatan Wilayah-1 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 1, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pasaman
(SeksifJalan den Jembatan I) dan Kabupaten Pasaman Barat (Seksi
Jalan da.n Jembatan I);

b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-Il scbagaimena dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 2, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten 50 Kota
dan Kota Payakumbuh' (Seksi Jalan dan Jembatan I) serta Kota Padang
Panjang dan Kebupaten Tanah Datar (Seksi Jalan dan Jembatan II);

c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-III sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angke 3, wilayah kerjanya meliputi Kahupaten-&gam




(Seksi Jalan dan Jembatan 1) dean Kota Bukittinggi (Seksi Jalan
Jembatan II);

d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-IV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 4, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Solok dan
Kota Solok (Seksi Jalan dan Jembatan I) serta Kabupaten Solok Selatan
(Seksi Jalan dan Jembatan II);

e. UPTD Jalan .dan Jembatan Wilayah-V sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka S, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sijunjung
dan Kota. Sawahlunto (Seksi Jalan dan Jembatan I) serta Kabupaten

|. . Dhermasraya (Seksi Jalan dan Jembatan 11); dan

f. UP’fD Jalan dan Jembatan Wilayah-VI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 6, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Padang
Pariaman, K&ibupatcn Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman (Seksi
Jalan dan Jembatan [) serta Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang
(Seksi Jalan dan Jembatan II).

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis di bidang keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan

oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja.
(4) Pembinagn terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan-perundang-undangan.

A




(3)

(6)

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 36

Delam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Dacrah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib ‘mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan,

Sedap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing den memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi peleksanaan tugas bawahannya.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
den bertanggung jawab pada atasdnnya masing-masing  serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu,

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolsh dan ‘dipergunekan sebagai bahan wuntuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya., |

Dalam .menyampaikan laporan m@smg—masmg kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan 'pulei keﬁada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB IX
. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Barat Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksanan Teknis Daerah Dinas Pekerjean Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Sumatera Ba:ra:t] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Orgamnisasi den Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis ‘Daerah Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan
tidek berlaku.



Pasal 38
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat. ' ' '

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020

s:umrfRﬁRm,

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Tr——

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 88



LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BINA MARGA, CIPTA

KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
WORKSHOP DAN PERALATAN

. SUB BAGIAN
e [T e TATA USAHA

: KELOMPOK

: JABATAN

{ FUNGSIONAL

SEKS] PERALATAN
DAN LAYANAN SEKSI WORKSHOP DAN
GANGGUAN

PERBEKALAN




LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
- PELAKSANA TEKNIS DAERAH BINA MARGA, CIPTA

KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGAN ISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

KEFALA UPTD

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK

JJABATAN L. ]
FUNGSIONAL ]

SEKSI PENGUJIAN
MUTU -BAHAN

SEKSI PENGUJIAN MUTU
KONSTRUKSI




LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : - * TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN- ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BINA'MARGA, CIPTA

KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA
BARAT :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK

' JABATAN
[FUNGSIONAL

SEKSI PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

oo e

SEKSI! LAYANAN DATA DAN




|

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
- NOMOR * TAHUN 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BINA MARGA, CIPTA
KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA
BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
UPTD JALAN DAN JEMBATAN

: . KEPALA
UPTD
_ | _
KELOMPOK | _ _ ||— SUB BAGIAN
JABATAN TATA USAHA
FUNGSIONAL | | - -
SEKSI JALAN DAN SEKSI JALAN DAN
JEMBATAN 1 JEMBATAN II




